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l. UMUM

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah
menyetujui untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang
Pengampunan Pajak untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Bahwa Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tersebut
mengatur tentang investasi dari dana milik Wajib Pajak yang dialihkan ke
dalam wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia dalam bentuk
investasi pada produk atau bentuk investasi yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk investasi pada
produk Pasar Modal.

Bahwa Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tersebut
mengatur jangka waktu yang terbatas untuk pemberian pengampunan
pajak yaitu sejak Undang-Undang dimaksud mulai berlaku sampai dengan
tanggal 31 Maret 2017 yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap.

Bahwa pada dasarnya seluruh instrumen investasi di sektor Pasar
Modal dapat menjadi sarana investasi bagi Pemodal yang telah
memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri
Keuangan, namun demikian diperlukan beberapa relaksasi atas
pengaturan di bidang Pasar Modal khususnya dalam investasi di Reksa
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Kepentingan Nasabah Secara Individual (KPD) sehingga dapat menarik
minat dari Pemodal dalam melakukan investasi di Pasar Modal. Bahwa
dalam rangka mendorong pelaku industri di bidang Pasar Modal untuk
memanfaatkan peluang arus dana yang berkaitan dengan pengampunan
pajak, serta mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan pembiayaan
pembangunan, khususnya melalui perpajakan, Otoritas Jasa Keuangan
perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang didisain
khusus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang

Pengampunan Pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Berdasarkan ketentuan Pasal ini Pemodal tidak diwajibkan
menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/P0OJK.04/2014 tentang Prinsip
Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar

Modal kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “uji tuntas” biasa disebut juga
dengan “due diligence”.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “dokumen terkait penerbitan Efek”
antara lain perjanjian penerbitan Efek bersifat ekuitas dan
perjanjian lainnya yang terkait.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “uji tuntas” biasa disebut juga

dengan “due diligence”.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian Informasi penambahan Efek kepada pemegang Unit
Penyertaan dapat dilakukan oleh Manajer Investasi atau Bank

Kustodian.
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
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Yang dimaksud dengan “pendapat hukum” biasa disebut

juga dengan legal opinion.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
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